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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri 

merupakan salah satu instansi sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah 

Kota Kediri, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah 

SKPD yang terbentuk dan mulai berlaku pada 1 Januari 2017 yang merupakan 

penggabungan dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset (BPKA) Kota Kediri. BPPKAD mempunyai rangkaian tugas dan fungsi 

yang terbagi dalam beberapa kategori bidang di dalamnya, salah satunya yakni 

mengatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Kediri.2  

Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 

24 yang di perbarui pada tahun 2010, dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang SAP diharapkan SAP dapat 

menjadi acuan,  standar untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang 

baik. sehingga, dengan kualitas laporan keuangan yang baik tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bidang pemerintahan yaitu 

pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun unit organisasi di lingkungan 

                                                             
2 Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 
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pemerintah pusat/daerah yang diharuskan mengajukan laporan keuangan untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan keuangan daerah.3 

Dalam hal ini, sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi berdasarkan pemerintah, 

sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri diwajibkan menyusun 

laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kewenangan. Sejalan 

dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual baik 

dalam Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta adanya revisi PP No 24 Tahun 

2005 menjadi PP No 71 2010 tentang SAP, membawa beberapa perubahan 

dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah dan 

di dukung dengan adanya penetapan permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 10 

ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah 

paling lambat mulai anggaran tahun 2015.4 

Adapun penulisan Akuntansi dengan menggunakan basis akrual ini 

dalam islam mengacu pada Al- Qur’an surat Al- Baqarah ayat 282. Allah SWT 

berfirman:5  

ى فاَكْتبُوُهُ  وَلْيكَْتبُْ بيَْنكَُمْ كَاتِبٌ  ۚ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ تدَاَينَْتمُْ بدِيَْنٍ إِلىَٰ أجََلٍ مُسَمًّ

......ۚ  باِلْعَدْلِ   

                                                             
3 Suwanda, Dadang Se. Ak. Mm, Strategi Mendapatkan Opini Wtp Laporan Keuangan 

Pemda, (Jakarta: Ppm, 2013), hlm. 131. 
4Friska Langelo, David Paul Elia Saerang, Stanly Winylson Alexander, Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada 

Pemerintah Kota Bitung, (Jurnal Emba 1 Vol.3 No.1 Maret 2015) hlm. 1-8. 
5 Q.S Al-Baqarah, Ayat 282. 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya 

dengan benar….”(QS. Al-Baqarah ayat 282). 

 

Jika ditinjau dari makna serta tafsiran surah Al-Baqarah ayat 282 dapat 

diketahui bahwa akuntansi pada hukum syariah harus memenuhi 3 (tiga) 

prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan serta prinsip 

kebenaran. Mencatat dan  membukukan merupakan perintah Allah SWT dalam 

Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dengan terjemahan sebagai berikut: 

“Wahai orang-orang yang beriman! jika kamu melakukan utang piutang 

(bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya 

(mencatat serta membukukannya)”. 

Reformasi proses akuntansi pemerintah dari basis kas menjadi basis 

akrual tidaklah mudah di perlukan alat-alat pengganti dengan jumlah yang 

cukup banyak. Disamping itu, banyak merubah paradigma pelaksana (SDM) 

yang sudah familiar dengan pencatatan basis kas kemudian ada peraturan yang 

mengharuskan menggunakan metode pencatatan basis akrual dengan tujuan 

informasi yang tersaji dapat disajikan secara transparan dan akuntabel. 

Pengaruh penerapan basis akrual dalam akuntansi dari basis kas menjadi basis 

akrual sudah banyak di terapkan dalam laporan keuangan terutama neraca yang 

disusun sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor, 24 Tahun 2005 tentang SAP. 

Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya 

pembukuan yang dipengaruhi oleh basis akrual yakni teknik pencatatan 
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akuntansi yang dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum 

diterima.6 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah suatu media 

Pemerintah Daerah guna mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya 

kepada publik. Setiap tahunnya Laporan Keuangan pemda ini di periksa oleh 

Badan Pengawas Keuangan (BPK), penilaian hasil pemeriksaan tersebut 

berupa opini.7  Opini BPK ini artinya suatu pendapat yang dikeluarkan atas 

kewajaran pada suatu laporan keuangan. hasil Laporan keuangan ini 

bermanfaat untuk mengetahui suatu kinerja pemda selama periode tertentu 

dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.8 

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas  Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi salah satu indikator penunjang 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Terdapat empat kriteria penyajian laporan keuangan terkait kewajaran 

informasi keuangan atas pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni: 

kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap perundang- 

undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern bila pemeriksaan telah 

                                                             
6 Agus Hariyanto, Penggunaan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia, 

(Dharma Ekonomi: No. 36  Oktober 2012). 
7 Sardio Kartopawiro, Yohanes Susanto, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Musi Rawas, (Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya Vol.16 (1), 2018). 
8 Ni Wayan Rustiarini, Ni Wayan Mita Sugiarti, Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini 

Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor Pada Audit Delay, (Jurnal Ilmu Akuntansi Humanikah 

Vol. 2 (2), 2018). 
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dilakukan dan sesuai dengan kriteria yang dimaksud maka kemungkinan kecil 

terjadi penyimpangan terhadan pengelola keuangan.9 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagai 

badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelola keuangan pemerintah 

baik daerah maupun badan lain, diberi kewenangan untuk mengaudit laporan 

keuangan pemerintah yang kemudian memuat opini yakni 1) Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diterbitkan jika laporan keuangan 

dianggap memberikan informasi keuangan yang bebas dari salah saji material, 

2) Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf Penjelasan, pendapat ini 

diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor 

menambahkan paragraf penjelasan (bahasa penjelasan lain), 3) Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) merupakan opini audit yang diterbitkan jika sebagian 

besar informasi dalam sebuah laporan keuangan bebas dari salah saji material, 

kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian, 4) Tidak 

Wajar (TW) merupakan opini audit yang diterbitkan tidak mencenrminkan 

keadaan yang sebenarnya, dan 5) Tidak Menyatakan Pendapat atau TMP 

(disclaimer of opinion) merupakan opini yang diberikan ketika auditor tidak 

meyakini apakah laporan keuangan yang disajikan itu wajar atau tidak.10 

Pada sektor publik di Indonesia terjadi fenomena atas perolehan 

opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan 

                                                             
9 Lilis Setyowati, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, (Kinerja, Volume 20, No.2, Th. 

2016) hlm. 179-191. 
10Arnold Nicodemus Musa, Kajian Hukum Atas Opini Bpk Ri Terhadap Laporan 

Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah, (Lex Et Societatis, Vol. Iii 

No. 2: 2015). 
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Daerah (BPK RI) atas pemeriksaan laporan keuangan baik pusat maupun 

pemerintahan. Khususnya pada pemerintah daerah, kepala daerah seakan 

terobsesi dan saling berlomba untuk mendapatkan predikat opini WTP di 

laporan keuangan yang dihasilkan. Opini WTP merupakan impian seluruh 

institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan meraih predikat opini WTP 

tersebut institusi yang bersangkutan mendapat akuntabilitas yang baik sebagai 

entitas kepada para publik atau masyarakat dengan memperoleh opini WTP, 

tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin 

meningkat, manfaat lainnya laporan keuangan tersebut juga dapat dijadikan 

sebagai instrument dalam penentuan sebuah keputusan.11 

Dalam lima tahun terakhir ini secara keseluruhan opini WTP yang 

diraih LKPD mengalami peningkatan pada 2016 tercatat 378 LKPD (70%) 

meraih opini WTP dan pada 2020 meningkat menjadi 486 LKPD (90%) . 

Kemudian pada semester l Tahun 2021 BPK telah memeriksa 541 LKPD 

Tahun 2020 dari 542 pemda. Terdapat salah satu pemda belum menyampaikan 

LKPD tahun 2020 (unaudited) kepada BPK untuk diperiksa. Berdasarkan 

tingkat pemerintah terdapat 33 dari 34 (97%) LK pemerintah kota memperoleh 

opini WTP. Diketahui dari jumlah tersebut terdapat 55 LKPD yang belum 

mendapatkan opini WTP. Penyebabnya, masih ditemukan ketidaksesuaian 

LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau ketidakcukupan bukti untuk 

mendukung kewajaran LKPD secara umum, kemudian permasalahan penyajian 

                                                             
11 Jumariah, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Opini WTP Pada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sidrap, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2018, Tidak Diterbitkan). 
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laporan keuangan terjadi antara lain pada akun aset lancar, aset tetap, dan 

belanja modal.12 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 

Provinsi Jawa Timur mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) secara terus-menerus mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2021. 

Sedangkan pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur hanya mendapat hasil audit 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di Provinsi Jawa Timur sendiri ada 

beberapa wilayah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

selama 8 tahun berturut-turut, diantaranya adalah Kota Surabaya, Kab. 

Sidoarjo, Kab. Pamekasan, Kab. Jombang, Kota Blitar, Kota Malang, Kab. 

Banyuwangi hingga kota Kota Kediri.13 Berikut tabel hasil Pemeriksaan 

Laporan Keuangan Kementrian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara Tahun 2017-2021, pada 2021 entitas pemeriksaan 

mencakup 87 K/L dan satu BUN. 

Tabel 1.1  

 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara Tahun 2017- 2021 
 

 

 
Opini 

 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 80 82 85 85 84 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
dengan Paragraf Penjelas (WTP- DPP) 

- - - - - 

Opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) 
6 4 2 2 4 

Tidak Memberikan Pendapat/ 
Disclaimer Of Opinion (TMP) 

2 1 1 - - 

                                                             
12 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Opini WTP Laporan Keuangan Pemda 

Alami Peningkatan, Jakarta: 16 Desember 2021. 
13 Berdasakan Hasil LKPD Provinsi Jawa Timur. 
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Tidak Wajar (TW) - - - - - 

Jumlah Entitas Laporan 88 87 88 87 88 
 

Sumber: LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 

Secara khusus perolehan Opini WTP BPK- RI atas laporan  keuangan 

Pemerintah Kota kediri selama 8 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang 

membanggakan sekaligus merupakan  tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri 

untuk dapat mempertahankan capaian kinerja serta tuntutan transparasi 

informasi publik menuju Good Governance. Adapun Capaian itu merupakan 

sebuah bukti dan komitmen kuat dari Pemerintah Kota Kediri dalam 

mempertahankan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan dalam 

mempertahankan opini WTP ini. Sebagai tambahan terdapat hasil pemeriksaan 

laporan keuangan daerah Jawa Timur. 

Tabel 1.2 

Wilayah Pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III 

NO 
KABUPATEN/ 

KOTA 

TAHUN 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Kota Kediri 
WTP- 

DPP 
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

2 
Kabupaten 
Kediri 

WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

3 
Kabupan 

Trenggalek 
WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

4 
Kabupaten 
Tulungagung 

WTP- 
DPP 

WTP WDP WTP WDP WTP WTP WTP 

5 
Kabupaten 

Nganjuk 

WTP- 

DPP 
WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP 

6 Kota Blitar 
WTP- 
DPP 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

7 
Kabupaten 

Blitar 
WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

8 Kota Malang 
WTP- 
DPP 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

9 
Kabupaten 

Malang 

WTP- 

DPP 
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

10 Kota Batu WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

                     Sumber : LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI 
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Penelitian ini juga dilatarbelakangi pada penelitian-penelitian terdahulu. 

seperti berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahmadani, pada penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara dimana hasil penelitian ini menunjukkan  

bahwasannya dalam mempertahankan opini WTP dapat dilakukan melalui 

beberapa strategi antara lain: komitmen pimpinan dan bawahannya, 

peningkatkan pengelolaan barang milik daerah dan  piutang, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, pembentukan tim, peningkatan teknologi isu, 

dan  peningkatan peran inspektorat menjadi auditor internal.14 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sang Al Farizi dari data hasil 

wawancara menunjukkan bahwa Komitmen dan  integritas yang tinggi dari 

Bupati Kabupaten Brebes bersama Jajaran Pimpinan Instansi dibuktikan 

dengan adanya dukungan seperti dikeluarkannya regulasi serta kebijakan 

wilayah menjadi pedoman dan  payung hukum. Selain itu, sarana, prasarana 

serta proses mirip pada adanya dukungan teknologi, pengembangan sendok 

makan serta software yang dipergunakan membantu Kabupaten Brebes buat 

memperoleh opini WTP.15 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Perdhana dari data hasil 

wawancara menunjukkan bahwa dalam penelitiannya untuk memperoleh Opini 

WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan 

                                                             
14Kusuma Isbi Rahmadani, “Strategi Mempertahankan Opini WTP Atas Laporan 

Keuangan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pmerintah Daerah Kota Salatiga)”, Jurnal Ilmiah 

Fakultas FEB Universitas Brawijaya, 2018. 
15 Alvianita Gunawan Putri, Ardian Widiarto, dan  Musyafa Al Farizi, Strategi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Brebes Dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Jurnal: Dinamika Akuntansi, Keuangan dan 

Perbankan, Vol. 10, No.1 Tahun 2021, hlm. 36-50. 
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terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem 

Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan 

opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung 

oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal 

pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta 

didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk 

mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan 

baik internal dan eksternal.16 

Dari adanya beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

sehingga dalam hal ini peneliti ingin meneliti terkait strategi yang dilakukan 

oleh BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini WTP atas laporan 

keuangan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif jenis Deskriptif, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun wawancara tersebut dilakukan dengan 3 narasumber 

yakni koordinator sub bidang bagian umum, koordinator sub bidang akuntansi, 

dan koordinator sub bidang perencanaan dan penatausahaan. 

Dengan uraian diatas perlu dipahami strategi mempertahankan opini 

WTP dan upaya BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini wajar 

tanpa pengecualian atas laporan keuangan berbasis akrual. Maka dalam hal 

penulisan skripsi ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul “STRATEGI 

MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) 

ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA BADAN 

                                                             
16 Aswita Perdhana, “Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Tangerang)”, (Tesis: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016). 
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PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

(BPPKAD) KOTA KEDIRI”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menentukan 

fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini 

wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan berbasis akrual? 

2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi BPPKAD Kota Kediri dalam 

mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian? 

3. Bagaimana solusi BPPKAD Kota Kediri untuk mengatasi permasalahan 

dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis strategi BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini 

wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan berbasis akrual. 

2. Menganalisis permasalahan yang dihadapi BPPKAD Kota Kediri dalam 

mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. 

3. Memberikan solusi BPPKAD Kota Kediri untuk mengatasi permasalahan 

dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. 
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D. Identifikasi Penelitian Dan Batasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hal analisis permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini wajar tanpa 

pengecualian serta strategi BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan 

opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan berbasis akrual. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Manfaat ini 

diharapkan dapat di peroleh pada pelaksanaan penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

menambah pengetahuan analisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini wajar tanpa 

pengecualian serta strategi BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan 

opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan berbasis akrual. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini wajar tanpa 

pengecualian serta strategi BPPKAD Kota Kediri dalam 

mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 

berbasis akrual. 
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b. Pemerintah 

Penelitian ini dapat dijadikan refensi Badan Pendapatan, 

Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri untuk 

memperbaiki permasalahan- permasalahan yang ada serta merancang 

strategi kedepannya guna dapat memberikan  kualitas laporan keuangan 

yang baik sehingga dapat mempertahankan Opini WTP atas laporan 

keuangan BPPKAD. 

c. Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu bidang akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 

d. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat referensi penelitian selanjutnya 

khususnya dalam penelitian analisis permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi BPPKAD Kota Kediri dalam mempertahankan opini wajar 

tanpa pengecualian strategi BPPKAD Kota Kediri dalam 

mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 

berbasis akrual. 
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F. Penegasan Istilah 

Penegasan  istilah ini dibutuhkan supaya ada kejelasan berbagai istilah 

yang ada di dalam penelitian ini: 

1. Strategi adalah cara mencapai tujuan yang terdiri dari beberapa kegiatan 

penting yang di perlukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut.17 

2. Audit sektor publik adalah kegiatan pemeriksaan yang ditujukan terhadap 

entitas yang menyediakan pelayanan serta penyediaan barang, yang 

pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan  penerimaan negara 

lainnya menggunakan tujuan buat membandingkan antar syarat yg 

ditemukan dengan kriteria yang telah di tetapkan.18 

3. Opini Auditor Merupakan Hasil dari pengungkapan auditor atas laporan 

keuangan yang telah diperiksa. Terdapat tiga jenis opini yang diungkapkan 

oleh auditor yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP), Wajar Tanpa 

Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP - DPP), Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat 

atau TMP (disclaimer of opinion). 19 

4. Laporan Keuangan Basis Akrual Merupakan suatu pencatatan yang 

dilakukan pada saat terjadinya transaksi sehingga menimbulkan suatu 

penerimaan ataupun periode yang akan datang.20 

                                                             
17 Nazarudin, Manajemen Strategi, (Palembang: Cv. Amanah, 2020), hlm. 6. 
18Gusti Agung Rai, Audit Kinerja Pada Sektor Publik, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 

hlm. 28. 
19 Sri Yunawati, Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, (Jurnal 

Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 1 Tahun 2016). 
20 Rustan, Muhammad Chaikal, Penggunaan Basis Akrual Dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Watampone, (Jurnal Riset Perpajakan: Vol.  2, No. 2, November 2019). 
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5. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) 

merupakan suatu bagian Pemerintah Daerah dan merupakan unsur 

penunjang yang dipimpin oleh kepala badan yang di bawa dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skrispsi diharapkan supaya penulisan skripsi 

dapat tersusun secara sitematis. Sistem penulisan skripsi mencakup beberapa 

informasi berikut:  

Bagian pertama terdiri halaman sampul, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dokumen dan  abstrak. 

kemudian pada bagian utama berisi:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

identifikasi penelitian dan  batasan masalah, manfaat penelitian, dan  

penegasan istilah. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang landasan teori (Konsep Strategi, Akuntansi, 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual, Standar Akuntansi Pemerintah, Audit, 

Opini Hasil Pemeriksaan). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang pendekatan serta jenis penelitian,lokasi 

penelitian, kehadiran peneliti, data serta sumber data, teknik pengumulan data, 
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teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap 

penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi uaraian tentang paparan data yang disajikan sesuai 

dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan 

hasil analisis data.  

BAB V PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang keterkaitan antara teori dan temuan 

penelitian serta temuan penelitian terdahulu. Berisi juga penjelasan dari temuan 

teori yang diungkap dilapangan.  

BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari penelitian dan 

memberi saran. Bagian akhir memuat urian tentang daftar lampiran-lampiran, 

surat pernyataan kaslian tertulis, dan daftar riwayat hidup. 
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